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TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang mengatur bahwa Setiap instansi pemerintah
wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan
masing-masing dan Gubernur / Bupati / Walikota wajib
menetapkan indikator Kinerja utama untuk Pemerintah
Provinsi / Kabupaten / Kota dan Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di
atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Makassar
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan
Pemerintah Kota Makassar.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah tingkat N di Sulawesi ( Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 };

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3831});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4275)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587} sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan
Kepulavuan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970},

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593},
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741j;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Nomor 2036 Tahun 2015);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3
Tahun 2017);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor S Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2014, Nomor 5] sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor § Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2017 Nomor 4};

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun
2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015
Nomor 4).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

S

10.

§ P

12.

13.

14.

Daerah adalah Kota Makassar;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;

Walikota adalah Walikota Makassar;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Makassar;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dan Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan
dan Kelurahan;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtiaran dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur;

Keluaran{output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja pada Pemerintah Daerah atau unit kerja pada
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatau program dan terdiri dari kumpulan tindakan pengarahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output} dalam bentuk barang/jasa;

Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah atau Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi atau beberapa kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah;
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja
program dan kegiatan yang telah direncanakan;

Indikator Kinerja kegiatan adalah ukuran atas keluaran {output) dari suatu
kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program;,

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicatory adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil
berbagai Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungst
organisasi;
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Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalamn rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD);

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator
Kinerja;

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan;

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan
dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang
disusun secara periodik;

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana,atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dan tujuan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama ini adalah:

a.

(1}

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategi Pemerintah Kota yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercanturn lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini,
sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar
tahun 2014-2019.



(2) Indikator kinerja utama pada setiap Perangkat Daerah meliputi indikator
kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai Indikator
kinerja utama pada Perangkat Daerah yang sebelum menetapkan Target dan
Sasaran Strategis yangjelas berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

(3} Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
acuan yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah
Daerah untuk:

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Mentapkan Rencana Kinerja dan Anggaran;

C.

Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;

d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
e. Melakukan evaluasi pencapaian Kinerja.

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi
kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kmnerja utama untuk
melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
secara berkala dan sederahana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik
berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian

kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri
serta disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menimbulkan
dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala
Perangkat Daerah melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah agar
ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini,
Inspektorat diberikan tugas untuk:

a.

Melakukan review atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah dan unit kerja
dalam rangka meyakinkan kedalaman informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja;

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan
kepada Walikota.



BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Pellruari 2018

- WALIKOTA MAKABSSAR,

/{é;’ /—”’
M HAN POMANTO

Diundangkan di Mekassar
pada tanggal ' 3 peff huari 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A —
-

BASO UDDIN

&
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 201§ NOMOR 3




